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PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA 

NOMOR38 TAHUN2015 
 

TENTANG 
 

JADWAL RETENSI ARSIP  
FASILITATIF NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN 

DI KOTA TASIKMALAYA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA TASIKMALAYA, 
 
Menimbang : bahwauntukmelaksanakanketentuanPasal13ayat (2) dan 

Pasal 16 PeraturanDaerah Kota TasikmalayaNomor5Tahun 
2015tentangPenyelenggaraanKearsipan,perlumembentukPerat
uranWalikotatentangJadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non 
Keuangandan Non Kepegawaian di Kota Tasikmalaya; 

Mengingat :

  
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117); 

2. Undang-UndangNomor 43 Tahun 2009 tentangKearsipan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
152, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5071);  

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234);  

4. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 
tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimanatelahbeberapa kali diubah, 
terakhirdenganUndang-UndangNomor 9 Tahun 2015 
tentangPerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor 23 
Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

5. PeraturanPemerintahNomor 34 Tahun 1979 
tentangPenyusutanArsip (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, TambahanLembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 2964);  
6. PeraturanPemerintahNomor 28 Tahun 2012 

tentangPelaksanaanUndangUndangNomor 43 Tahun 2009 
tentangKearsipan(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012Nomor53, TambahanLembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor5286);  

7. KeputusanPresidenNomor 105 Tahun 2004 
tentangPengelolaanArsipStatis;  

8. PeraturanKepalaArsipNasionalNomor 31 Tahun 2011 
tentang Tata Cara AkuisisiArsipStatis; 

9. PeraturanKepalaArsipNasionalNomor 25 Tahun 2012 
tentangPedomanPemusnahanArsip; 

10. Peraturan Daerah Kota TasikmalayaNomor 5 Tahun 
2015tentangPenyelenggaraan Kearsipan (Lembaran 
Daerah Kota TasikmalayaTahun 2015Nomor163, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya       Nomor 
7); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
 
Menetapkan 

 
: 

 
PERATURAN WALIKOTATENTANG JADWAL RETENSI ARSIP 
FASILITATIF NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN DI 
KOTA TASIKMALAYA. 

 
 
  BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya. 

2. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

4. Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya disebut ANRI adalah 
lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang 
melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di 
ibukota negara. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota 
Tasikmalaya. 

6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk 
dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga organisasi politik,
organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan 
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kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

7. ArsipFasilitatif Non Keuangandan Non Kepegawaianadalaharsip yang 
dihasilkandarikegiatanataufungsifasilitatif, meliputiperencanaan, 
hukum, organisasidanketatalaksanaan, kearsipan, 
ketatausahaandankerumahtanggaan, hubunganmasyarakat, 
penelitianpengkajiandanpengembangan, pendidikandanpelatihan, 
perpustakaan, teknologiinformasidankomunikasi, sertapengawasan. 

8. JadwalRetensiArsip yang selanjutnyadisingkat JRA adalahdaftar yang 
berisisekurang-kurangnyajangkawaktupenyimpananatauretensi, 
jenisarsip, danketerangan yang 
berisirekomendasitentangpenetapansuatujenisarsipdimusnahkan, 
dinilaikembali, ataudipermanenkan yang 
dipergunakansebagaipedomanpenyusutandanpenyelamatanarsip. 

9. JRA fasilitatifadalah JRA yang 
berisijangkawaktupenyimpananatauretensidarijenis-jenisarsip yang 
dihasilkandarikegiatanataufungsifasilitatifantara lain keuangan, 
kepegawaian, kehumasan, perlengkapan, danketatausahaan 

10. Jangka Waktu Simpan adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip 
pada Unit Pengolah dan/atau Unit Kearsipan.  

11. Jangka Waktu Simpan Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis 
arsip pada unit pengolah.  

12. Jangka WaktuSimpanInaktifadalahmasasimpan minimal 
suatujenisarsippada Unit KearsipanatauPusatKearsipan.  

13. KeteranganMusnahadalahketerangan yang 
menyatakanbahwaarsipdapatdimusnahkankarenajangkawaktupenyimpa
nantelahselesaidantidakmemilikinilaigunalagi.  

14. KeteranganPermanenadalahketerangan yang 
menyatakanbahwaarsipmemilikinilaigunasekunder, yang 
wajibdiserahkankepadaSKPD yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang kearsipan atau 
ArsipNasionalsesuaikewenanganberdasarkanperaturanperundang-
undangan.  

15. KeteranganDinilaiKembaliadalahketerangan yang 
menyatakanbahwasuatujenisarsipbelumdapatditentukannasibakhirnya, 
sehinggaperludilakukanpenilaiandanpengkajiankembali.  

16. NilaiGunaArsipadalahnilaiarsip yang 
didasarkanpadakegunaannyabagikepentinganpenggunaarsip.  
 

17. Penyusutanarsipadalahkegiatanpenguranganjumlaharsipdengancarapemi
ndahanarsipinaktifdari unit pengolahke unit kearsipan, 
pemusnahanarsip yang tidakmemilikinilaiguna, 
danpenyerahanarsipstatiskepadalembagakearsipan.  

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan 
kepastian tentang status arsipFasilitatif Non Keuangandan Non 
Kepegawaiandi lingkungan Pemerintahan Kota Tasikmalaya.  

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untukmewujudkan 
tertib pengelolaan arsipFasilitatif Non Keuangandan Non Kepegawaian di 
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lingkungan PemerintahanKota Tasikmalaya. 
 

 
BAB III 

RUANG LINGKUP 
 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini hanya mengatur mengenai 
JRAFasilitatif Non Keuangandan Non Kepegawaiandi lingkungan 
PemerintahanKota Tasikmalaya, yang meliputi :  

a. asas; 

b. jadwal retensi arsip; dan 

c. ketentuan penutup. 
 
 

BAB IV 
ASAS 

 
Pasal 4 

JRAFasilitatif Non Keuangandan Non 
Kepegawaiandilaksanakandenganberasaskansebagaiberikut: 

a. kepastianhukum, 
yaitupenyelenggaraankearsipandilaksanakanberdasarkanlandasanhuku
mdanselarasdenganperaturanperundang-undangan, kepatutan, 
dankeadilandalamkebijakanpenyelenggaranegara;  

b. keautentikandanketerpercayaan, 
yaitupenyelenggaraankearsipanharusberpegangpadaasasmenjagakeaslian
danketerpercayaanarsipsehinggadapatdigunakansebagaibuktidanbahana
kuntabilitas; 

c. keutuhan, 
yaitupenyelenggaraankearsipanharusmenjagakelengkapanarsipdariupaya
pengurangan, penambahan, danpengubahaninformasimaupunfisiknya 
yang dapatmengganggukeautentikandanketerpercayaanarsip; 

d. asalusul (principle of provenance), yaitu yang 
dilakukanuntukmenjagaarsiptetapterkeloladalamsatukesatuanpenciptaar
sip (provenance), tidakdicampurdenganarsip yang 
berasaldaripenciptaarsiplain, 
sehinggaarsipdapatmelekatpadakontekspenciptaannya; 

 
 
e. aturanasli (principle of original order), yaitu yang 

dilakukanuntukmenjagaarsiptetapditatasesuaidenganpengaturanaslinya 
(original order) 
atausesuaidenganpengaturanketikaarsipmasihdigunakanuntukpelaksana
ankegiatanpenciptaarsip; 

f. keamanan, 
yaitupenyelenggaraankearsipanharusmemberikanjaminankeamananarsip
darikemungkinankebocorandanpenyalahgunaaninformasiolehpengguna 
yang tidakberhak; 

g. keselamatan, 
yaitupenyelenggaraankearsipanharusdapatmenjaminterselamatkannyaar
sipdariancamanbahayabaik yang 
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disebabkanolehalammaupunperbuatanmanusia; 

h. keprofesionalan, 
yaitupenyelenggaraankearsipanharusdilaksanakanolehsumberdayamanu
sia yang profesional yang memilikikompetensi                            di 
bidangkearsipan; 

i. keresponsifan, 
yaitupenyelenggarakearsipanharustanggapataspermasalahankearsipanm
aupunmasalah lain yang berkaitdengankearsipan, 
khususnyabilaterjadisuatusebabkehancuran,kerusakanatauhilangnyaars
ip; 

j. keantisipatifan, 
yaitupenyelenggaraankearsipanharusdidasaripadaantisipasiataukesadara
nterhadapberbagaiperubahandankemungkinanperkembanganpentingnya
arsipbagikehidupanberbangsadanbernegara; 

k. kepartisipatifan, 
yaitupenyelenggaraankearsipanharusmemberikanruanguntukperanserta
danpartisipasimasyarakat di bidangkearsipan; 

l. akuntabilitas, 
yaitupenyelenggaraankearsipanharusmemperhatikanarsipsebagaibahana
kuntabilitasdanharusbisamerefleksikankegiatandanperistiwayang 
direkam; 

m. kemanfaatan, 
yaitupenyelenggaraankearsipanharusdapatmemberikanmanfaatbagikehid
upanbermasyarat, berbangsa, danbernegara; 

n. aksesibilitas, 
yaitupenyelenggaraankearsipanharusdapatmemberikankemudahan, 
ketersediaandanketerjangkauanbagimasyarakatuntukmemanfaatkanarsi
p; dan 

o. kepentinganumum, 
yaitupenyelenggaraankearsipandilaksanakandenganmemperhatikankepe
ntinganumumdantanpadiskriminasi. 

 
 

BAB V 
JADWAL RETENSI ARSIP 

 
Pasal5 

(1) JRAFasilitatif Non Keuangandan Non 
Kepegawaiandigunakansebagaipedomanpenyusutanarsipyang berkaitan 
dengan ArsipFasilitatif Non Keuangandan Non Kepegawaiandilingkungan 
PemerintahanDaerah. 
 

(2) JRAFasilitatif Non Keuangandan Non Kepegawaian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal6 

(1) Penyusutanarsipsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi 
kegiatan sebagai berikut :  

a. pemindahanarsipinaktifdari unit pengolahke unit 
kearsipandalamSKPD;  

b. pemusnahanarsipsesuaidengan ketentuanperaturanperundang-
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undangan; dan 

c. penyerahanarsipstatisoleh unit 
kearsipandalamlingkunganSKPDkepadaSKPD yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan.  

(2) Penyusutan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
Pasal 7 

(1) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf 
b, dilaksanakan setelah dilakukan penilaian oleh Panitia Penilai Arsip.  

(2) Panitia Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 
melakukan penilaian arsip yang akan dimusnahkan dengan cara menilai 
daftar arsip usul musnah dan memverifikasi daftar arsip usul musnah. 

(3) Panitia Penilai Arsip membuat pertimbangan tertulis terhadap  hasil 
penilaian.  

(4) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf 
b, dilaksanakan terhadap arsip yang berkaitan dengan non keuangan 
dan non kepegawaian yang memiliki retensi sebagai berikut :  

a. dibawah 10 (sepuluh) tahun; dan 

b. 10 (sepuluh) tahun atau lebih. 
 

Pasal 8 

(1) Panitia Penilai Arsip ditetapkan oleh Kepala SKPD selaku pencipta arsip 
atau SKPD yang arsipnya akan dimusnahkan. 

(2) Keanggotaan Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
terdiri dari : 

a. pimpinan unit kerja pada SKPD yang membawahkan unit kearsipan, 
yaitu Kepala Sekretariat pada SKPD,sebagai Ketua merangkap 
anggota; 

b. pimpinan unit pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan, antara 
lainKepala Bagian,Kepala Bidang, Kepala Seksi,sebagai anggota; dan 
 

c. Arsiparis dan/atau fungsionalumum di bidangkearsipanpada 
SKnPD,sebagai anggota. 

 
Pasal 9 

(1) Pemusnahanarsipsebagaimanadimaksud dalamPasal7ayat (4) huruf a, 
ditetapkandengan Keputusan Kepala SKPD selaku pencipta 
arsipsetelahmendapat:  

a. pertimbangantertulisdariPanitiaPenilaiArsip; dan 

b. persetujuandari Walikota.  

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan 
dalam Keputusan Walikota. 

(3) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) hurufb,  
ditetapkandengan KeputusanWalikotasetelahmendapat:  

a. pertimbangantertulisdariPanitiaPenilaiArsip; dan 

b. persetujuantertulisdariKepala ANRI.  
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Pasal 10 

(1) Pemusnahanarsipsebagaimanadimaksud dalamPasal7ayat (4) huruf a, 
menjaditanggungjawabSKPD pencipta arsip. 

(2) Pemusnahanarsipsebagaimanadimaksud dalamPasal7 ayat (4) hurufb, 
menjaditanggungjawab SKPD yang 
menyelenggarakanurusanpemerintahan di bidangkearsipan. 

 
Pasal11 

Pemusnahan arsip dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal12 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya. 
 

 
 
 
Ditetapkan di Tasikmalaya 
pada tanggal9 November 2015 

 WALIKOTA TASIKMALAYA, 
 
Ttd. 
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H. BUDI BUDIMAN 

 
 
Diundangkan di Tasikmalaya 
pada tanggal9 November 2015 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA, 
 

Ttd. 
 

 

H. I. S. HIDAYAT 

 
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR234 


